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PENETAPAN
Nomor 475/Pdt.P/2019/PA.Sel.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Andi bin M.Ali, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Lendang Bagik, Desa
Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Kuniatun binti Amaq Kurniatun, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
Lendang Bagik, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor : 475/Pdt.P/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
secara syariat Agama Islam pada tanggal 28 Desember 2018 di Dusun
Lendang Bagik, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon Il bernama Amagq
Kurniatun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan
Lalu Huranah saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu

dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat (tunai);
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Perjaka dan
Pemohon Il bersetatus janda berdasarkan acta cerai Nomor:
0685/AC/2018/PA.Sel;

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Riska, perempuan, umur 5 bulan;
Risma, perempuan umur 5 bulan;

5.Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap
beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah,
karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan
Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan
pembuatan buku nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Andi bin M.Ali) dengan Pemohon
II (Kurniatun binti Amaq Kurniatun) yang dilaksanakan pada tanggal 28
Desember 2018 di Dusun Lendang Bagik, Desa Bagik Payung Timur,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali gugatan yang
telah diajukannya pada tanggal 22 November 2019 dengan register perkara
Nomor 475/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat
gugatan dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam sengketa
bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong
berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis.
Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan
kembali membina rumah tangga dengan baik;
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Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut kembali
gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 22 November 2019 dengan
register perkara Nomor 475/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan
dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari
Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon,
sebagaimana ketentuan Pasal 271 Ry, oleh karenanya permohonan Pemohon
untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini
akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  Permohonan pencabutan perkara Nomor
475/Pdt.P/2019/PA.Sel dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara
3. Membebankan para Pemohonuntuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 246000 ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.
HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI,
S.H.l, M.H. dan APIT FARID, S.H.l. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi.
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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H. FAHRURROZI, S.H.l., M.H. Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  130.000,00
-PNBP "Rp 20.000.00
- Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000.00

Jumlah *Rp  246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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